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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Relevan


 Berikut dikemukakan hasil penelitian terdahulu yakni penelitian mengenai tindak pidana pornografi yang berdampak terhadap  kesusilaan, menggunakan metode penelitian normatif dan empiris, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar oleh Novelia MS Hutapea tahun 2012. penelitian ini membahas tentang dampak pornografi baik terhadap pikiran,mental maupun perilaku manusia.  


Berdasarkan penelitian-penelitian yang pernah ada, maka penelitian ini adalah penelitian original karena penelitian tidak membahas yang berkaitan dengan judul  tersebut tapi meneliti tentang hukum Islamnya.
B. Kerangka Konsepsional tentang Pornografi
a.  Definisi Pornografi
Definisi pornografi seringkali dikaitkan dengan seni, banyak pelaku pornografi yang berlindung atas nama seni. Padahal seni adalah sebuah tindakan atau proses penciptaan yang sengaja dibuat untuk meningkatkan kreativitas kecerdasan manusia yang memenuhi unsur estetik, artistik, filosofis dan moral. Sementara pornografi adalah tindakan yang bertujuan mengeksploitasi syahwat.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata porno yang berasal dari kata porne berarti cabul. Sedangkan pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Di Indonesia, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dan perlu dipertimbangkan dalam merumuskan pengertian pornografi dan pornoaksi, yaitu tidak saja faktor agama, tetapi faktor sosial, faktor tradisi dan budaya Indonesia yang beragam (hukum adat dan masyarakat adat), faktor ekonomi, faktor politik, faktor pendidikan, faktor kesehatan mental dan faktor lingkungan, serta faktor budaya asing yang masuk ke Indonesia juga harus diperhatikan dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia yang sehat fisik, mental, spiritual dan sosial. Namun faktor utama yang paling harus diperhatikan dalam merumuskan pengertian pornografi dan pornoaksi adalah faktor agama.

Kata pornografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua suku kata, yakni : Porne ( yang berarti pelacur ) dan graphe ( yang berarti tulisan atau gambar. 
 
Maksud kata pornografi diatas adalah menunjukkan pada segala karya baik dalam bentuk tulisan atau gambar yang melukiskan pelacur. Secara etimologis, pornografi berarti suatu tulisan yang berkaitan dengan masalah masalah pelacuran, dan tulisan itu kebanyakan berbentuk fiksi (cerita rekaan) yang materinya diambil dari fantasi seksual.
Pornografi berarti tulisan, gambar atau patung atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu hal yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. 

Pada masa sekarang, peranan terbanyak yang mengandung hal yang menyinggung rasa susila adalah unsur ketelanjangan, selain itu perbuatan peluk-pelukan dan cium-ciuman yang menimbulkan nafsu birahi antara pria dan wanita. 

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan kebudayaan dicantumkan artinya sebagai berikut :

1. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan  untuk membangkitkan nafsu birahi dan merendahkan kaum wanita.

2. Bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. 

Pornografi adalah penyajian seks secara terisolir dalam tulisan, gambar, foto, film, pertunjukan atau pementasan dengan tujuan komersial. Tujuan komersial adalah mereka yang ingin menonton pertunjukan seksual ini harus mengeluarkan sejumlah uang paling tidak untuk mengakses internetnya.
Pengertian pornografi menurut Undang-undang No. 44 Tahun 2008 adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pornografi dalam Islam adalah produk grafis ( tulisan, gambar, film ) baik dalam bentuk majalah, tabloid, VCD, film-film atau acara-acara di TV, situs-situs di internet, dan bacaan-bacaan lainnya yang menggambarkan sekaligus menjual aurat. Artinya aurat menjadi titik pusat perhatian. 

Berikut dalil Al-Qur’an yang mengenai atau berkenaan dengan pornografi:

(((((((((((((((( ((((((((( (( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((( (((( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((( 

Terjemahannya:“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian ( dirinya ), sampai Allah SWT memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang           ( kepada mereka ) setelah mereka dipaksa itu.” 

       
(Q.S An-Nur:33 )

((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( 

Terjemahannya:“Wahai anak cucu Adam! sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.”( Q.S Al-A’raf:26 )

Pelanggaran norma kesusilaan dalam masyarakat yang dilakukan oleh  seseorang sering kali dikatakan sebagai bentuk kelanjutan dari pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Bentuk pelanggaran hukum tersebut terfokus pada beberapa teori antara lain :

a.  Legal theory menurut Hampstead adalah suatu teori hukum yang memfokuskan kajiannya bahwa hukum yang dianggap eksis adalah apa yang ada didalam Undang-undang, sedangkan diluar Undang-undang dapat dianggap bukan bagian dari hukum.

b.  Jurispudence menurut L.A. Hart adalah suatu teori hukum yang lebih meletakkan pada suatu dasar pemikiran bahwa hukum dan masyarakat bersifat dialektika fungsional. Yaitu antara hukum dan masyarakat tidak dapat dilepaskan satu dan lainnya saling mempengaruhi.

c.  Legal history menurut Hampstead adalah suatu teori yang berdasarkan pemikiran tentang teori hukum erat hubungannya dengan ideologi (legal ideologi) dari masyarakat pendukungnnya yang berarti bahwa teori hukum sangat erat hubungannya dengan sejarah hukum. 
b. Kriteria Pornografi

Keberadaan pornografi di media massa dapat dilihat dari dua sisi, pertama dititik beratkan pada materi pesan, yaitu adanya unsur yang tidak pantas seperti ketelanjangan manusia, dan penggambaran tindakan seksual. Kedua, ditujukan kepada efek yang ditimbulkan oleh materi pornografi, yaitu dorongan birahi yang muncul dalam diri pengguna sebagai akibatnya.

Setelah melihat apa arti dari ‘pornografi’ maka untuk dapat mengerti secara lebih baik, perlu mengetahui ciri-cirinya. 

1. Ciri yang pertama adalah ‘pornografi’ itu adalah perbuatan seks yang dilakukan demi seks itu sendiri. 
Artinya, pementasan atau pertunjukan hal-hal seksual itu terlepas dari nilai-nilai personal manusiawi seperti cintakasih dan kemesraan. Tandanya yakni pemusatan perhatian hanya pada tubuh, terutama pada penggunaan alat kelamin terlepas dari arti personal dan sosial seksualitas. Biasanya manusia hanya dipakai sebagai sarana dan obyek pemuas penonton atau dijadikan alat hiburan. Terutama dalam hal ini kaum hawa yang selalu dilukiskan sebagai kenikmatan yang tersedia.
2. Adanya rangsangan nafsu birahi dari penonton. 
Hal ini dilakukan secara ofensif dan agresif. Secara ofensif dan agresif artinya bahwa birahi si penonton itu diserang sedemikian rupa oleh rangsangan-rangsangan dari perbuatan-perbuatan porno yang dilakukan dengan sengaja.
3. Adanya peningkatan daya rangsangan secara otomatis secara tidak terbatas. Dikatakan tidak terbatas, karena para pelaku pornografi ini dapat menggunakan segala cara bahkan sampai menjurus ke hal-hal yang bersifat brutal yang dapat disebut sebagai teror kejiwaan. Tentunya peningkatan ini didorong oleh komersialisme atau dengan tujuan supaya pertunjukan porno itu menjadi lebih laku atau laris.
4. Usaha untuk membawa penonton memasuki dunia khayal. 
Artinya, para pembuat pornografi tidak hanya bermaksud merangsang penonton, melainkan juga membawa penonton pada dunia hayalan tentang kenikmatan yang tidak terbatas. Jadi dengan segala macam teknik merangsang, para penonton dimanipulasi. 

Media Rahmah Keluarga memberikan batasan-batasan dan jenis pornografi sebagai berikut :

1.  Film/tayangan porno/ adalah terdiri dari :

a. Adegan/kesan pria/wanita telanjang bulat baik dari depan, samping/belakang

b. Close up alat-alat vital, paha, payudara, pantat, dengan atau tanpa penutup

c. Ciuman merangsang oleh pasangan lain jenis/sepasang

d. Adegan, gerakan atau suara persenggamaan atau mengesankan persenggamaan

e. Gerakan onani, homoseks, atau oral seks

2.  Musik porno, sair-sair, lirik atau bunyi-bunyi yang menggambarkan atau  mengesankan aktivitas/organ seksual serta bagian tubuh tertentu secara porno

3.  Tabloid/majalah/koran/buku porno : segala tulisan yang isinya berupa gambar-gambar atau kata-kata yang mengeksploitasi seks, syahwat, dan penyimpangan atau gambar-gambar telanjang/setengah telanjang sehingga perhatian pembaca langsung tertuju pada bagian tertentu (alat-alat vital, payudara, paha, pantat, atau kata-kata cabul), sehingga dapat membangkitkan nafsu birahi.

Kriteria pornografi menurut Tjipta Lesmana adalah tulisan, gambar atau foto, tontonan yang memenuhi unsur sebagai berikut :

a. Kesengajaan untuk membangkitkan nafsu birahi orang lain

b. Maksud dan tujuan untuk merangsang nafsu birahi (artinya sejak semula memang sudah ada rencana atau maksud dibenak si pembuat untuk merangsang birahi khalayak atau setidaknya dia mengetahui bahwa hasil karyanya dapat menimbulkan rangsangan birahi pihak lain)

c. Karya tersebut tidak mempunyai nilai lain kecuali sebagai seksual stimulant semata

d. Menurut standard moral kontemporer yang dianut masyarakat setempat tidak pantas diperlihatkan atau diperagakan secara umum
Menurut pengamat lain mengatakan, berbicara pornografi sebenarnya memiliki kategori-kategori tersendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh pakar dari bidang media menjelaskan ada 2 (dua) kategori mengenai pornografi yakni:
(a) hard pornography atau pornografi berkategori obscene yakni berhubungan   dengan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks antara lain:

1. Dengan pasangan sejenis
2. Dengan anak-anak (pedophilia)

3. Dengan kekerasan
4. Dengan orang-orang yang telah mati
5. Dengan hewan.
(b) sofcore pornography yakni aktivitas pornografi di luar hal-hal tersebut diatas; 
1. Membuat tulisan, suara, film/tayangan
2. Menjadi pelaku atau model
3. Menyiarkan, memperdengarkan dan mempertontonkan aktivitas pornografi diluar hardcore pornography untuk peruntukan orang dewasa bukanlah kejahatan, antara lain;
a. Tarian eksotik atau bergoyang erotis
b. Berciuman bibir
c. Bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa. 

c. Bentuk-Bentuk Pornografi
Undang-undang Pornografi (UUP) tidak memberi batasan pengertian tindak pidana pornografi, tetapi UUP sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi.
 

Berdasarkan pengertian tindak pidana dan pornografi tersebut, dapat diberi batasan tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk antara lain : 

1. gambar, 
2. sketsa, 
3. ilustrasi, 
4. foto, 
5. tulisan,
6. suara,
7. bunyi, 
8. gambar bergerak, 

9. animasi, 
10. kartun, 
11. percakapan, 
12. gerak tubuh, 
13. bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi 
14. pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan 
15. eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan 

Menurut UUP, pengertian objek pornografi lebih luas daripada objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut 3 (tiga) objek, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Objek pornografi menurut UUP telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.

Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa ilustarsi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan. Misalnya, dalam gambar terdapat kecabulan bila gambar tersebut memuat secara eksplisit persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.
 Wujud dari kecabulan yang melekat pada suatu benda disebut benda pornografi. Misalnya, surat kabar, majalah, tabloid, dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan dengan film, video, kaset dan rekaman hand phone dan/atau alat komunikasi lainnya.

d. Dampak Pornografi

Pornografi dinilai sangat buruk bagi semua orang. Keburukan ini dapat dilihat melalui banyaknya masalah yang terjadi di kalangan remaja saat ini. Kekhawatiran ancaman ponografi terhadap anak yang demikian besar tersebut bila tidak dicermati akan dapat merusak moral anak Indonesia. Hal ini bila terjadi berlangsung lama tanpa ada yang membentengi maka dapat dibayangkan akibatnya.
Dewasa ini masalah pornografi dan pornoaksi kian memprihatinkan, dampak negatifnyapun semakin nyata, diantaranya: sering terjadi perzinaan, perkosaan, aborsi, bahkan pembunuhan. 

Korban dari tindak pidana akibat pornografi pornoaksi tidak hanya perempuan dewasa, melainkan juga anak-anak, baik perempuan atau laki-laki. Para pelakunya pun tidak hanya dari kalangan orang yang tidak dikenal, tetapi juga dari internal keluarga atau kerabat dekat yang semestinya berperan memproteksi mereka. 

Berapa banyak lagi anak Indonesia yang akan menjadi pelaku sekaligus korban kekerasan seks. Mungkin akan banyak anak Indonesia akan terbius oleh pesona pornografi sehingga perkembangan mental dan moralnya akan pasti  mengganggu kualitas hidup dan prestasinya. 

Malapetaka ini akan semakin memilukan, karena pornografi sangat dekat dengan tindakan buruk lainnya seperti penyalahgunaan minuman keras, narkoba, kriminalitas dan kehidupan seks bebas. 

Secara garis besar kita melihat ada 4 dampak utama pornografi :

1. Meningkatnya Kriminalitas
2. Resiko terhadap  Psikologis dan Pendidikan
3. Resiko Kultural ( Pergeseran Nilai-nilai )
4. Resiko Kesehatan 

1. Meningkatnya Kriminalitas
Berita perkosaan dengan pelaku dan korban mulai usia dewasa sampai anak-anak, kini setiap hari diberitakan lewat televisi dan koran-koran. Kasus pemerkosaan yang dilaporkan kepada Polres Jakarta Timur misalnya juga meningkat 300% dalam kurun waktu 2002-2003.  Menurut data Pusat Kajian dan Perlindungan Anak ( sebagaimana-yang di kutip kabareskrim Polri Makbul Padmanegara 2006 ) 75% pelaku perkosaan  mengakui perbuatannya dilakukan setelah menonton film porno. 

Tahun 2013 merupakan tahun keprihatinan yang amat dalam bagi Indonesia, karena tahun ini dibuka dengan melesatnya kasus kekerasan seksual di kalangan anak di negeri ini. Sepanjang Januari 2013, sudah terjadi 25 kasus perkosaan dan dua kasus pencabulan. Dengan 29 jumlah korban  dan 45 orang  pelaku. Bukan hanya itu, dalam bulan Januari 2013  itu pula telah terjadi 5 kasus perkosaan massal,  dan tiga diantaranya dilakukan sejumlah pelajar. Data dari Indonesia Police Wach – 2013 menyebutkan Jabar, Jateng dan Jatim sebagai daerah terawan kasus perkosaan. Korban terbanyak berusia 1-16 tahun. Sedangkan pelaku sebagian besar berusia 14-39 tahun.  Pelaku bukan saja memperkosa kawan sebaya atau anak tetangga, bahkan ada pula yang memperkosa saudara dan Ibu kandungnya sendiri. 
Aborsi di Indonesia termasuk perbuatan kriminal, saat ini sangat tinggi. Angka yang disebutkan mantan mentri urusan perempuan dan peranan wanita Khofifah Indar parawangsa adalah 3,3 juta pertahun. Meski versi seorang peneliti dari Universitas Indonesia menyebutkan angka 2,2 juta pertahun. 
Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan data Survei Demografi dan Kependudukan Indonesia (SDKI) tahun 2007 tercatat 60% responden remaja yang belum menikah mengaku pernah melakukan aborsi baik disengaja atau spontan (keguguran) saat mengalami KTD (Kehamilan Yang Tidak Diinginkan).
Setiap tahun selalu saja mencuat kasus terbongkarnya aborsi yang dilakukan oleh para dokter lewat klinik gelap, setelah jatuh korban meninggal. Tragisnya, korban rata-rata adalah pelajar dan mahasiswa. Data yang mestinya menjadi acuan orang tua untuk lebih memperhatikan pendidikan agama anak-anaknya, justru disalah gunakan industri kondom, dengan menjadikan data ini sebagai argumen mereka mengkampanyekan pemakaian kondom kepada anak sekolah.
4. Resiko Terhadap  Psikologis dan Pendidikan
Tahapan perkembangan kecanduan seksual para konsumer pornografi antara lain :

1. Adiksi : ketagihan

2. Eskalasi: Peningkatan kualitas ketagihan menjadi perilaku yang semakin menyimpang misalnya seks dengan kekerasan, sesama jenis, hingga dengan hewan bahkan mayat.

3. Desentisisasi : Kian menipisnya sensitifitas.  Pelaku kian permisif dan kian kebal dengan segala sesuatu yang berbau porno, karena dianggap sebagai hal yang lumrah.

4. Acting Out : Pecandu pornografi mulai mempraktekan ( melakukan tindakan di dunia nyata ) Mencari pasangan bersetubuh, mulai relasi suka sama suka, yang halal maupun yang haram. Jika tidak ada maka mereka akan mencari budak nafsu yang bisa dibeli  (pekerja seks komersial/pelacur ). Bagi mereka yang tidak punya istri/suami, dan tidak punya uang untuk mencari wanita panggilan, maka mereka akan memperkosa siapa saja. Yang paling mudah tentu saja anak-anak. Maka tidak aneh, kian hari kasus perkosaan terhadap anak-anak juga kian meningkat.

5. Resiko Kultural ( Pergeseran Nilai-nilai )
Maraknya pornografi dari hari ke hari, kini tergambar jelas di berbagai media, terutama media internet. Pornografi tidak hanya mudah diakses di situs porno berbayar, namun juga meluas hingga situs-situs jejaring sosial. Begitu mudah dan biasanya anak-anak muda yang berstatus pelajar dan mahasiswa membuka seluruh bagian tubuhnya, Tak salah media televisi tidak malu-malu ikut ambil bagian, termasuk mengekspos perilaku seks bebas di kalangan selebriti.  Dalam masyarakatpun demikian, kehamilan di luar nikah, seks di luar nikah, perilaku seks menyimpang, pelibatan anak dalam prostitusi, hingga perselingkuhan tidak lagi dianggap suatu kejahatan.  Pornografi bahkan dijadikan obrolan penuh canda di ruang publik. Banyak yang tak menyadari bahwa pornografi  telah menjadi biang runtuhnya  nilai-nilai agama, mendesakralisasi pernikahan. Merusak tananan moral, keluarga apalagi jika melirik dasar negara Pancasila.
6. Resiko Kesehatan
Menurut ketua divisi Kesehatan ASA Indonesia Dewi Inong Irara, seorang dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin, Penyakit Menular seksual ( PMS ) adalah salah satu produk akhir dari pornografi. Kisah sederhananya begini, begitu seseorang kecanduan pornografi, akan terjadi tahapan tertentu sesuai kadar kecanduan. Ketika sudah sampai pada tahap 2-3 hingga empat, akan ada perubahan perilaku dan kecenderungan untuk mempraktekannya di dunia nyata. Untuk itu mereka akan dihadang oleh resiko kesehatan yang antara lain berupa:

1. Infeksi alat kelamin luar & dalam

2. Komplikasi :

   - Pada wanita; Radang panggul, kemandulan, hamil di luar  kandungan

   -  Pada pria ; Kemandulan, penyempitan

3. Penyakit alat kelamin dalam kronis

4. Kanker kelamin

5. Menulari bayi dalam kandungan ( lahir cacat )

6. HIV/AIDS

Pornografi membuat cara berpikir seseorang menjadi penuh dengan seks semata. Pikiran seks akan menguasai alam bawah sadar mereka. Gambar berbau seks akan melekat pada otak mereka, sehingga pada saat seseorang memutuskan untuk berhenti melihat pornografipun, gambar-gambar yang pernah ia lihat dimasa lalu akan bertahan sampai beberapa tahun bahkan selama-lamanya. 

Pornografi menjadi ajang promosi terhadap praktik seksual yang menyimpang. Contohnya, situs porno internet biasanya terhubung dengan situs porno yang lebih progresif seperti homoseks, pornografi anak, seks dengan hewan, perkosaan, seks dengan kekerasan dan lainnya. Ini akan membuat orang-orang tertentu terganggu secara mental dan tertantang untuk mencoba. Dengan demikian, makin banyaklah perilaku seks menyimpang di masyarakat.

Masalah pornografi sebagian besar berkaitan dengan norma kesusilaan atau norma seksual. Selain itu, dalam konteks sosial pornografi dapat pula dibicarakan dalam tiga tataran, yaitu :

1. Nilai yang terkandung secara intrinsik dalam muatan informasi. Perhatian ditujukan pada nilai-nilai yang terkandung dalam materi komunikasi, nilai yang dipandang merendahkan posisi perempuan. Wacana yang merendahkan posisi perempuan itu yang bersifat terbuka (overt) dan manifest (gejala), sehingga mudah diidentifikasi, seperti eksploitasi bagian tubuh dalam konteks seksual dan tujuan sensualitas.
2.  Pornografi dipandang sebagai masalah sosial karena keberadaannya dalam masyarakat. Keberadaan pornografi ikut menumbuhkan sikap permisif dalam seks pada satu pihak, dan pada pihak lain membentuk persepsi yang mendorong berkembangnya agresi seksual.
3. Pornografi membawa implikasi terhadap posisi perempuan dalam kehidupan sosial, dimulai dari persepsi yang terbentuk dalam diri perempuan sendiri terhadap seksualitasnya. 

Komodifikasi seksual yang menjadi basis pornografi pada umumnya menjadikan perempuan sebagai objek. Karenanya pornografi dipandang memiliki kekuatan dengan membentuk cara pandang yang khas, yang menyebabkan perempuan menerima posisinya yang termarginalisasi dalam kehidupan publik. 

Apapun bentuknya, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual pastilah mendatangkan ketidakadilan. Kekerasanpun memunculkan kepedihan dan penderitaan bagi korbannya. 

Dampak dari pornografi itu, menimbulkan sisi negatif bagi umat Islam, khususnya bagi generasi muda terutama terhadap akhlak, maupun  tatanan keluarga dan masyarakat seperti pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak di luar nikah, aborsi dan lain-lain.

C. Pelaksanaan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Reaksi dari wacana mengenai Undang-undang anti pornografi dan pornoaksi memang mendapatkan pertentangan keras dari sejumlah kelompok masyarakat daerah seperti; Bali, Sulawesi Utara dan Papua, ada kesan bahwa rasa persatuan dan kesatuan bangsa agak terusik meskipun secara mayoritas dari wilayah tidak mempersoalkan bahkan memberi dukungannya. Bagi yang menolak dari kelompok masyarakat di sejumlah daerah itu didasarkan karena adanya rasa takut apabila kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan sebagai tradisi yang sudah turun - temurun akan dikriminalisasi berdasarkan Undang-undang pornografi. Misalnya, bagi masyarakat perempuan Bali yang di daerahnya sudah menjadi tradisi untuk terbiasa telanjang dada.           Demikian pula di Papua dengan kebiasaannya untuk menutup aurat itu secara seadanya, dengan kebiasaan itu masih terlihat bagian-bagian tubuh yang dianggap tabu untuk diperlihatkan atau dipertontonkan kepada umum.
Dapatlah disimpulkan bahwa beberapa hal yang menjadi kontroversi dalam materi Undang-undang tersbut adalah penyeragaman budaya, menyudutkan perempuan dalam bentuk totalitarianisme negara. 

a. Penyeragaman budaya

Undang-undang ini juga dianggap tidak mengakui kebhinnekaan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, etnis dan agama. Undang-undang dilandasi anggapan bahwa Negara dapat mengatur moral serta etika seluruh rakyat Indonesia lewat pengaturan cara berpakaian dan bertingkah laku berdasarka paham satu kelompok masyarakat saja, padahal Negara Indonesia berdiri diatas kesepakatan ratusan suku bangsa yang beraneka ragam adat budayanya. Ratusan suku bangsa itu mempunyai norma-norma dan cara pandang berbeda mengenai kepatutan dan tata susila. Tapi persepsi yang berbeda tampak pada pandangan penyusun dan pendukug Undang-undang ini berpendapat Undang-undang Anti Pornografi Pornoaksi sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengubah tatanan budaya Indonesia, tetapi untuk membentengi hal-hal negatif pergeseran norma yang efeknya semakin terlihat akhir-akhir ini. Karena itulah terdapat salah satu pelaksanaanya yaitu yang menyatakan adat-istiadat ataupun kegiatan yang sesuai dengan pengamalan beragama tidak bisa dikenai sanksi, sementara untuk pertunjukan seni dan kegiatan olahraga harus dilakukkan di tempat mendapatkan izin dari pemerintah dahulu   (Pasal 37).

b. Menyudutkan perempuan

Undang-undang dipandang menganggap bahwa kerusakan moral bangsa disebabkan karena kaum perempuan tidak bertingkah laku sopan dan tidak menutup rapat-rapat seluruh anggota tubuhnya dari pandangan kaum laki-laki. Pemahaman ini menempatkan perempuan sebagai pihak yang bersalah. Hal lain perempuan juga dianggap bertanggung jawab terhadap kejahatan seksual. Menurut logika agamis di dalam Undang-undang ini, seksualitas dan tubuh penyebab pornografi dan pornoaksi merupakan seksualitas dan tubuh perempuan dianggap kotor dan merusak moral. Sebaliknya bagi pendukungnya, Undang-undang ini dianggap sebagai tindakan preventif yang tidak berbeda dengan Undang-undang yang berlaku umum di masyarakat. Persoalannya adalah bagaimana sebuah kesadaran moralitas mampu di lindungi oleh hukum posistif, Negara tidak boleh melakukan pembiaran yang disebabkan oleh pandangan bahwa hak asasi membolehkan segala indivdu warganegara untuk melakukan apa saja tanpa menghiraukan pandangan publik lainnya yang juga punya hak untuk tidak terlanggar kenyamanannya.

c. Bentuk Totaliter Negara

Undang-undang pornografi dianggap sebagai bentuk intervensi negara dalam mengontrol persoalan moralitas kehidupan setiap warga negara, sehigga dapat menjebak Negara untuk mempraktekkan politik totalitarianisme. Undang-undang pornografi melihat perempuan dan anak-anak sebagai pelaku tindakan pornografi yang menempatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban dari objek eksploitasi. 
Undang-undang pornografi akan menempatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban yang kedua kalinya. Mereka menjadi korban dari praktik pemerasan sistem kapitalisme sekaligus korban tindakan represi negara. Selain itu, Undang-undang pornografi dianggap secara sistematik juga bertentangan dengan landasan kebhinekaan karena mendiskriminasikan pertunjukan dan seni budaya tertentu dalam katagori seksualitas dan pornografi.

Beberapa aksi yang mendukung dan menolak Undang-undang Anti Pornografi Pornoaksi adalah :

Yang Mendukung:

a.
Aksi Sejuta Umat

b. 
Dukungan dari 12 organisasi

c. 
Koalisi perempuan Surabaya dukung UU pornografi

d. 
Dukungan dari kalangan artis

e. 
Fatwa MUI

Yang Menolak:

f. 
Peristiwa gelar Seribu Tayub

g. 
Karnaval Budaya

h. 
Masyarakat Bhineka Tunggal Ika.

i. 
Pancasila Rumah Kita
D. Peran Pemerintah dan Masyarakat tentang Bahaya Pornografi
Mengingat bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Disahkannya Undang-undang anti pornografi diharapkan mampu mengatasi perbedaan penafsiran tentang pornografi sehingga masalah pornografi dapat ditanggulangi dengan pengertian pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai dasar acuan. Permasalahan pornografi di Indonesia hingga saat ini belum terselesaikan, disebabkan oleh lemahnya tanggapan masyarakat terhadap pornografi selain itu adanya perbedaan pengertian dan penafsiran pornografi setiap individu menjadikan masalah tersendiri dalam penanggulangannya. 

Upaya pencegahan terhadap penyebaran pornografi di Indonesia ditanggapi serius oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Secara jelas dalam Undang-undang tersebut termuat larangan dan pembatasan pornografi di Indonesia yang dimuat secara umum dalam pasal 4 yaitu: 

a. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,  menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: :

Persenggamaan,  termasuk persenggamaan yang menyimpang;
Kekerasan seksual
Masturbasi atau onani
Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 
Alat kelamin; atau
Pornografi anak.
b. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:  

1. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 
2. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin; 
3. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau 
4. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. 

Masalah pornografi tidak hanya menjangkit masyarakat umum, namun juga pejabat publik yang seharusnya menjadi contoh dalam mencegah pornografi tetapi mereka sendiri yang terkena kasus asusila. 
Undang-undang ini memiliki muatan dan cakupan yang luas dalam membahas pengaturan di dunia maya. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan yang dilakukan melalui internet. 
Rencana pemerintah menutup akses situs porno di jaringan internet nasional, dalam implementasinya akan banyak menemui tantangan. Fenomena situs porno dan software penangkalnya mirip dengan virus dan antivirus komputer. Software penangkal akses situs porno di internet bisa jadi sangat sering di-update, namun begitu juga dengan situs porno yang juga mengalami update oleh pembuatnya, sehingga bisa saja lolos dari penyaringan yang dilakukan pemerintah dan bebas berkembang di internet. Banyak cara untuk bisa menembus dan mengakses situs tersebut seperti halnya untuk mengakses situs-situs umum lainnya. Sebagi contoh Negara China, pemerintah di sana telah berusaha keras memblokir masuknya situs porno, namun tetap saja tidak bisa 100% mereka bisa mencegah penyebaran pornografi di masyarakat. 
E. Pornografi dalam Pandangan Hukum Islam

Kepedulian umat Islam terhadap hukum pidana Islam, khususnya terhadap pornografi dan pornoaksi telah diwujudkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI sebagai pemrakarsa merekomendasikan melalui Keputusan fatwa Nomor 287 Tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi, pada tanggal 22 Agustus 2001, agar semua penyelenggara Negara terkait menetapkan peraturan perundang-undangan tentang pornografi dan pornoaksi. Dasar-dasar hukum yang digunakan MUI dalam fatwa adalah, QS Al-Isra : 32, QS An-Nur : 30 dan 31, QS Al-Ahzab : 59 dan QS Al-Maidah : 2. 
Hadits Rasulullah SAW yang dijadikan rujukan adalah hadis yang melarang orang berpakaian tembus pandang, erotis, sensual dan sejenisnya (diriwayatkan oleh Imam malik dan Imam Ahmad). Hadis yang melarang orang berperilaku tertentu, yaitu orang laki-laki yang berpenampilan seperti tokoh dan singgah di masjid, tetapi istrinya telanjang (Imam Ahmad). Hadis yang melarang orang berkhalwat (Imam Bukhari dan Ibnu Abbas) dan hadis tentang batas aurat perempuan dan melarang kaum perempuan berpakaian tipis (Abu Daud). Sedangkan kaidah usul fiqh yang dipakai antara lain yang menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram. 
Muhammad Syahrur berpandangan bahwa masalah pakaian wanita telah diatur dalam QS.An-Nur : 31. Dalam ayat ini terdapat kata kunci yaitu ‘juyub’ yang berarti suatu hal yang terbuka yang memiliki dua tingkatan. 

Menurutnya, kategori “juyub’ adalah belahan payudara dan lekukannya, lekukan di bawah ketiak, vagina dan pantat. Semua itu termasuk kategori ‘juyub’ yang harus disembunyikan. Dengan demikian bagian tubuh tersebut merupakan kategori ‘juyub’ batas minimal yang harus ditutupi oleh seorang wanita. Sedangkan bagian tubuh yang lain tidak harus ditutupi karena termasuk kategori ‘juyub’ maksimal. Namun demikian karena Islam sangat menganjurkan berpakaian rapi, maka wanita harus menjunjung tinggi nilai budaya dan adat istiadat di mana ia tinggal. Oleh karena wanita yang tidak menutup bagian tubuh dalam kategori pertama, atau bahkan memperlihatkan seluruh tubuhnya, dianggap melanggar hudud Allah. Namun demikian dalam pandangan Syahrur wanita diperbolehkan berpakaian sesuai keinginannya selama masih dalam batas di antara keduanya selama tidak bertujuan untuk menunjukkan bagian tubuh yang dilarang.
Bagi umat Islam, masalah ini pada dasarnya sudah diatur dalam sumber hukum Islam, al Qur`an dan Sunnah. Menurut ajaran Islam, anggota badan (tubuh) harus dijaga dari hal-hal yang dapat mendatangkan nafsu birahi. Tubuh sebagai amanat Allah harus dipelihara oleh setiap manusia karena merupakan bentuk pemeliharaan agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Oleh karena itu pornografi dan pornoaksi merupakan sikap menentang kelima hal tersebut karena dapat mengakibatkan pemerkosaan dan perzinaan, bahkan pembunuhan. 
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